BUPATI PADANG LAWAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR: 13 “TAHun J20\8

TENTANG

FETUNJUK TEKENIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘ BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018,
periu diatur Petunjuk Teknis Pengaturannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan untuk
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Wilayah
Kerja Puskesmas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018;

Mengingat - 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

. Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Utara:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negama
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4456),

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi
Sumaters Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754,

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Repupblik Indonesia Nomor 5068);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negarm Republik Indonesi Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5601;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masvarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas:
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor
05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,




Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK KEGIATAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inl yang dimaksud dengan :

i
2.

3.
4

10.

1.
12

13.
4.

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.

Pemerintah Daerah adalab Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Kepala Daerah adalah Bupati Padang Lawas.

Rumah  Sakit adalah institusi pelayanan  kesehatan  yang
menyelenggarakan pelayanan keschatan perorangan secara paripurma yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya keschatan perseorangan tngkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapal derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)] adalah bantuan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas
dalam rangka pencapaian program kesechatan prioritas nasional,
khususnya kegatan promotif preventil sebagai bagian dan upaya
keschatan masyarakat.

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelavanan keschatan yang digunakan
untuk menvelenggarakan upayva pelavanan kesehatan perorangan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatife vang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya di singkat (FKTP] adalah
fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Upaya Keschatan Masyarakat vang selanjutnva disingkat UKM adalah
setiap kegatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Upaya Keschatan Perseorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah
suatu kegintan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan keschatan vang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit,
pengurangan pendentaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

Ante  Natal Care selanjutnya di  singkat (ANC)  adalah
pemeriksaan / perawatan ibu hamil sebelum melahirkan

Post Natal Care selanjutnya di gingkat [PNC]  adalah
pemeriksaan /perawatan ibu melahirkan.

K4 adalah Kunjungan pemeriksaan Kehamilan tnwulan ketiga.

[bu Hamil selanjutnya di singkat (Bumil) adalah seorang Ibu dengan hasil
pemeriksaan tenaga Kesehatan positif hamil.




15. Petunjuk Teknis selanjutnya di singkat (JUKNIS) adalah buku petunjuk
teknis dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Nomor 82 Tahun
2015.

16. Tenagan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

17. Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh
masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan
perseorangan maupun masyvarakat serta untuk bekerja dalam hubungan
vang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan,

18. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya di singkat (PKS) adalah perjanjian
antara kedua belah pihak untuk suatu Kegiatan atau program yang
masing-masing pihak saling memeriukan dan membutuhkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan untuk
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)] di Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Lawas, Puskesmas dan Jaringannya.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur ketentuan-
ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus vang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.

BAB 11
PEMANFAATAN DANA
Paragraf 1
Pendanaan
Pasal 3

(1) Sumber Pendanaan dalam penyelenggaraan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana APBN yang
langsung disalurkan ke Kas Daerah dan penggunaanya disesuaikan
dengan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

{3) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

(1) Alokasi Dana disetiap Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan,

(2) Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan hal-hal tertentu antara lain luas wilayah keria
puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas,
jumlah Upava Keschatan Berbasis Masyarakat (UKBM), jumlah sekolah,
dana kapitasi JKN yang diterima, dan jumilah tenaga pelaksana UKM,
puskesmas yang menjadi sasaran Tim Nusantara Sehat, puskesmas yang
menjadi sasaran program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),




Paragraf 2
Penggunaan Dana
Pasal 5

(1) Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) meliputi :
a. Biaya Honor Pengelola Keuangan dan Tim Tekhnis;
b. Binya Belanja Barang Habis Pakai;
c. Biaya Operasional penyelenggaraan rmapat-rapat dan pertemuan
konsinyasi,
d. Biaya Transportasi atau biaya Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS;
e. Sistemn Informasi/Belanja langganan jasa internet; dan
f. Belanja iuran premi JKN bagi tenaga Promotor Kesehatan dan STBM
yang diangkat melalui BOK.
(2) Penggunaan Biaya Honor Pengelola BOK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mencakup :
a. Biaya Honor Pengelola Keuangan dan Tim Tekhnis selama | tahun;
dan
b. Besaran Honor Pengelola Keuangan dan Tim Tekhnis ditetapkan
berdasarkan harga satuan Kabupaten Padang Lawas.
(3) Penggunaan Biaya belanja barang habis pakal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mencakup :
a. Penggandaan Media,
b. ATK dan Fotocopy: dan
c. Belanja reagen dan rapid tes/tes cepat.
(4] Penggunaan Biaya Operasional penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan
konsinyasi aehagmmnna dimaksud pada aya (1) huruf ¢ mencakup :
a. Rapat mini loka karya bulanan dan tribulanan di Puskesmas; dan
b. Rapat mini loka karya lintas sektoral di Puskesmas.
(5) Penggunaan Biava Operasional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d mencakup :
a. Transport darn Puskesmas ke Desa;
b. Perjalanan Dinas dan Puskesmas ke Dinas Kesehatan; dan
c. Perjalanan Dinas dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas.
(6) Penggunaan Biaya simtem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mencakup :
a. Penggandaan formulir pencatatan dan pelaporan;
b. Penginman laporan; dan
¢. Langganan internet/ pembelian pulsa internet.
(7) Dalam setiap penggunaan biaya harus ada bukti pembayaran yang sah

dan tidak boleh duplikasi dengan pembayaran kegiatan yang lain.

Paragraf 3
MM,WWMM

(1) Pemanfaatan Dana BOK di prnontaskan untuk membiayai kegiatan
Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, upaya kesehatan
masyarakat essensial dan pengembangan serta dukungan manajemen
Dinas Kesehatan dan puskesmas yang bersifat promotif dan preventif,
sesual dengan kebutuhan puskesmas.

(2) Pemanfaatan Dana BOK untuk kegintan pengembangan dan dukungan
manajemen diatur sesuai dengan kebutuhan puskesmas.




(3) Pemanfaatan Dana BOK untuk dukungan manajemen Dinas Kesehatan
dan Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Keschatan Nomor 61
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Keschatan Tahun Anggaran 2018,

(4) Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat
digunakan untuk membayar | (satu) orang per Puskesmas tenaga Kontrak
promosi kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas
Kesehatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Rincian Kegiatan Bok
Pasal 7

(1) Rincian Kegiatan Pemanfaatan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (1) meliputi :
o Kegiatan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga
meliputi :

1) Pendataan keluarga;

2) Entry data, Aplikasi dan Analisis data;

3} Intervensi pada keluarga; dan

4) Mempertahankan/ pemeliharaan keluarga sehat

b. Upava kesehatan masyarakat esensial meliputi

1) Upaya Kesehatan Thu;

2) Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi;

3) Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah;

4) Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;

5) Imunisasi,

6) Upaya Kesehatan Usia Reproduksi;

7) Upaya Kesehatan Lanjut Usia;

8) Upaya Kesehatan Lingkungan;

9) Upaya Promosi Kesehatan;

10) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
(antara lain: TB, HIV/ AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, Ispa/
Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll);

11) Upava Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese
enchepalophaty, Filariasis, Schistosomiasis, kecacingan, Rabies,
Antrax Flu Burung, Leptospirosis, Pes, Taeniasis, F.Buski,
Penyakit zoonosa lainnya, dll);

12) Pengendalian vector;

13) Upaya Pencegahan dan Pengendalhian Penyakit Tidak Menular; dan

14) Surveilans dan Respon KLB,

c. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan meliputi
1) Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan
N ‘

azpa;
2) Pelayanan keschatan kerja;
3) Pelayanan kesehawan tradisional;
4) Pelayanan kesehatan olahraga; dan
5) Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesipik.
(2) Rincian Kegiatan Pemanfaatan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (2) meliputi
a. Pengelolaan Keuangan Puskesmas;
b. Manajemen Puskesmas;
c. Penyediaan Bahan Habis Pakai;
d. Konsultasi, Pembinaan Teknis, dan transportasi; dan




e. Sistem Informasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN BESARAN TRANSPORT
Pasal 8

(1) Pembiayaan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan
dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik.
(2) Besaran Transportasi petugas puskesmas yang dibayarkan ditentukan
sebagai berikut :
a. Transport petugas puskesmas dengan jarmk 0 - 5 Km dan
puskesmas ke desa tujuan dibayarkan sebesar Rp. 100,000;
b. Transport petugas puskesmas dengan jarak >6 Km dari puskesmas
ke desa tujuan dibayarkan sebesar Rp. 150.000;
c. Petugas puskesmas yang melakukan perjalanan dinas dengan
menempuh waktu perjalanan PP lebih dari 8 jam dibayarkan
menurut besaran perjalanan dinas dalam daerah.

BAB YV
MEKANISME PENGGUNAAN DANA
Pasal 9

(1) DAK Non Fisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dikirim langsung ke rekening Kas Daerah dan
selanjutnya menjadi pendapatan daerah bidang kesehatan,

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada avat (1) dialokasikan ke setiap
puskesmas yang pembagiannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Puskesmas membuat perencanaan penggunaan dana yang diajukan serta
dikonsultasikan ke Tim Tekhnis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

(4) Perencanaan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan ke bendahara penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya di
realisasikan.

(5) Dana yang sudah realisasi disernhkan sepenuhnya ke puskesmas.

(6) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan dengan sebaik-
baiknya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada
puskesmas dan jaringannya.

(7) Kepala puskesmas bertanggung jawab penuh baik secara formal maupun
material atas pendapatan dan belanja dana vang dibayarkan.

BAB V1
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati ini
sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati inl akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang
Lawas

Ditetapkan di Sibuhuan .
pada tanggal 31 ~Janvar2018

BUPATI PADANG LAWAS,

—

ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhyan
pada tanggal3) Janvar: 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
A
(s

AN , 5.80s
UTAMA MUDA
NIP. 19680913 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 20\& NOMOR (3




